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ABSTRAK
Nama Penyusun : Harwidiansyah
NIM : 50300107010
Judul skripsi : Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan
Bajeng Kabupaten Gowa
Skripsi ini adalah penelitian tentang dampak Bantuan Langsung Tunai
terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji. Pokok permasalahannya
adalah bagaimanakah dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan
mereka. Masalah ini dilihat dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi dan dibahas
dengan metode kualitatif.
Bagi pemerintah program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu
bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat
miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah
satu bentuk program jaminan sosial yang berupa tunjangan uang yang umumnya
diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Bantuan ini diberikan kepada
rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, tanpa memperhatikan kontribusi
sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi.
Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada
meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat
bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima
Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung
masyarakat miskin dengan adanya inflasi akibat kenaikan harga minyak masih lebih
tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program Bantuan Langsung Tunai.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bantuan Langsung Tunai adalah program yang keluarkan oleh
pemerintah sebagai reaksi atas melonjaknya harga minyak mentah dunia agar
mampu membantu kalangan masyarakat miskin. Keputusan menaikkan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri diambil karena biaya subsidi Bahan
Bakar Minyak dalam negeri meningkat sangat pesat dengan naiknya harga
minyak mentah dunia yang akhir-akhir ini mencapai US$ 120 per barel.1
Jika tidak dilakukannya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak dalam
negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan
salah satu pilar perekonomian menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan
runtuhnya kepercayaan pasar yang pada gilirannya berakibat pada merosotnya
perekonomian nasional.
Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dalam negeri akan
dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, pemerintah bertekad untuk
mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama
masyarakat miskin melalui program kompensasi, yang berupa program
pembagian Bantuan Langsung Tunai.
1Lihat Antara News. “Nurhayati: Program BLT Membantu Masyarakat Miskin.” Antara News
Online. 17 Januari 2010. http://www.antaranews.com/berita/1263736968/nurhayati-program-blt-
membantu-masyarakat-miskin (7 Desember 2010).
2Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak
pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa
manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat
besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan
kebutuhannya. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin
agar masyarakat misikin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimanya
adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.
Masyarakat miskin sangat membutuhkan susbsidi dari pemerintah untuk
menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Masyarakat miskin di
Makassar yang mengatas namakan Serikat Rakyat Miskin Indonesia berunjuk
rasa di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, ini
dilakukan pada tanggal  29 April 2010.
Para pengunjuk rasa meminta Badan Pusat Statistik tetap mendata mereka
sebagai warga miskin, agar warga miskin kota tetap dapat menerima Bantuan
Langsung Tunai, beras miskin , dan Jaminan Kesehatan dari pemerintah.2
Keadaan ini menunjukan bahwa masyarakat miskin sangat membutuhkan
Bantuan Langsung Tunai untuk meringankan kesulitan ekonominya. Inilah potret
nyata di lapangan tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya.
2Lihat Iwan Taruna dan Syamsul Al Timen. “Warga Miskin Tuntut Pembagian BLT.”
Liputan6.com, 29 April
2010.http://berita.liputan6.com/daerah/201004/274825/Warga.Miskin.Tuntut.Pembagian.BLT (5
Desember 2010)
3B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah penegasan atas pokok masalah yang akan
dikaji, yang diformulasikan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan pokok
permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: “Bagaimanakah Dampak
Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masayarakat Desa Maccini
Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ?”
Dari pokok masalah di atas maka dijabarkan dalam beberapa sub masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi masyarakat desa Maccini Baji?
2. Bagaimana Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan
masyarakat desa Maccini Baji kecamatan Bajeng kabupaten Gowa?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Judul penelitian ini adalah “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten
Gowa”. Untuk menghindari kesimpang siuran dalam memahami judul maka
penulis menjelaskan pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul:
Bantuan Langsung Tunai adalah program yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung
Tunai diberikan sebagai reaksi atas melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak
agar dapat membantu masyarakat miskin keluar dari krisis ekonomi.3 Bantuan
Langsung Tunai bersifat jangka pendek, artinya program ini hanya diluncurkan
pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara.
3Lihat Antara News. “Nurhayati: Program BLT Membantu Masyarakat Miskin.”, loc.cit.,
4Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi atau keadaan dimana
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan
papan serta dapat hidup secara layak. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keadaan yang sejahtera,
baik secara fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan dari penyakit-
penyakit sosial tertentu saja.4
Ruang Lingkup Penelitian ini adalah masyarakat desa Maccini Baji yang
terdata namanya untuk menerima Bantuan Langsung Tunai serta aparat desa
terkait dan juga tokoh masyarakat. Adapun data penerima Bantuan Langsung
Tunai penulis mendapatkan atau meminta kepada pihak aparat desa yang
berwenang.
D. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:
a. Untuk mengetahui kondisi masyarakat desa Maccini Baji.
b. Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap
kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji.
2. Kegunaan penelitian.
a. Kegunaan praktis.
1. Menambah pengetahuan penulis tentang kondisi masyarakat desa
Maccini Baji.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang keberhasilan Bantuan Langsung
Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4Lihat Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo, dan Meilany Budiarti S. Dasar-dasar Pekerjaan
Sosial (Bandung: Widia Padjadjaran, 2010), h. 25.
53. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait program
Bantuan Langsung Tunai, apakah betul masyarakat membutuhkannya.
b. Kegunaan teoritis.
1. Sebagi bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin
mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai.
2. Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil
kebijakan.
E. Garis Besar Isi Skripsi
Untuk mengetahui garis besar isi skripsi maka penulis menguraikan
secara rinci sebagai berikut:
Pada Bab I, Menguraikan tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Opersional dan Ruang Lingkup
penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Garis Besar Isi Skripsi.
Bab II, Menguraikan tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang
Kesejahteraan Masyarakat dan Bantuan Langsung Tunai.
Bab III adalah Metode Penelitian yang menguraikan; Jenis penelitian,
Metode Pendekatan, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan dan
Analisis Data.
Bab IV adalah Hasil Penelitian yang meliputi; Gambaran Umum Lokasi
Penelitian, Kondisi Masyarakat Desa Maccini Baji, dan terakhir adalah
penjelasan tentang dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap  Kesejahteraan
Masyarakat.
Bab V adalah Bab penutup yang meliputi; Kesimpulan dan Saran.
6BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Bantuan Langsung Tunai
Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah
kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka
menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak
(BBM). Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa
model skema perlindungan sosial yang berabasis bantuan sosial.
Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai
merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok
yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat
diterapkannya suatu kebijakan.1
Dalam merespon kerantanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia
memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang
dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang
dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik
yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka
yang hidup dalam kemiskinan.2 Dalam merespon kerentanan itu pemerintah
menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai
1Lihat Edi Suharto. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia., (Cet. 1; Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 48.
2Lihat ibid., h. 42.
7diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis
ekonomi akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak dunia. Sesuai dengan pasal 14 UU
No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengatakan bahwa Bantuan Langsung
Tunai merupakan bagaian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009:
(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami
guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara
dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
a. bantuan langsung;
b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c. penguatan kelembagaan.3
Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah agar dapat
membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat mejaga kelangsungan
hidupnya.
B. Tujuan Program Bantuan Langsnung Tunai
Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial,
maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai pun tidak lain adalah untuk
menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan
hidup. Bantuan Langsung Tunai dicairkan setiap triwulan. Besarnya adalah
Rp.100.000 per bulan per rumah tangga sasaran. Bentuk uang tunai diberikan
untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh
3Ibid., h. 160
8naiknya harga Bahan Bakar Minyak.4 Data dasar yang digunakan adalah data
untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai tahun 2005-2006. Data itu akan
terus mengalami pemutakhiran. Setelah itu Badan Pusat Statistik melakukan
pemutakhiran data di 1000 kecamatan berkaitan dengan Program Keluarga
Harapan (PKH). Di samping itu, PT. Pos melakukan penyesuaian sehubungan
dengan adanya Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berpindah alamat, meninggal
dunia atau tidak mengambil uang tunai pada program Bantuan Langsung Tunai
tahun 2005-2006. Selanjutnya pemutakhiran data melalui sensus Rumah Tangga
Sasaran akan segera dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Kantor Pos
terdekat.5 Penerima harus menunjukan kartu Bantuan Langsung Tunai terlebih
dahulu agar bisa mendapatkan uang Bantuan Langsung Tunai. Kartu Bantuan
Langsun Tunai ini diperoleh di Kantor desa atau Kelurahan setempat. Para
Aparat desa inilah yang turun tangan langsung untuk membagikan kartu Bantuan
Langsung Tunai. Setiap pencairan Bantuan Langsung Tunai masyarakat harus
mendatangi kantor pos yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah desa, hal
ini dipertimbangkan jauh dekatnya dengan tempat tinggal penerima Bantuan
Langsung Tunai. Oleh karena penerima Bantuan Langsung Tunai sangan banyak
maka mereka harus rela mengantri berjam-jam dan berdesak-desakan menunggu
giliran namanya dipanggil oleh petugas.
Program Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk
kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai:
4Lihat Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS)., loc. cit.
5Lihat ibid.,
9Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkainan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi
untuk mencapai tujuan yang dimaksud.6 Program Bantuan Langsung Tunai juga
merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan
jangka pendek.
Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang yaitu Program
Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan
(PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program
penyediaan beasiswa misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan
program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan yang termasuk kategori program jangka pendek yaitu program
Bantuan Langsung Tunai, perluasan program Beras Miksin atau Raskin, program
penjualan minyak goreng bersubsidi dan program pasar beras murah untuk
buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer serta Tamtama TNI/POLRI.7 Program
jangka pendek maksudnya adalah bahwa program ini hanya diluncurkan pada
keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan
Langsung Tunai yang diluncurkan ketika terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar
6Lihat Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.
7Lihat Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), “Program Bantuan Langsung
Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran.” Website resmi BAPPENAS.
http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=169 (6 Desember
2010).
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Minyak atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli
masyarakat miskin. Program jangka pendek ini diarahkan sedemikian rupa
sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya
budaya kemiskinan. Berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah diatas
merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan
perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan
masyarakat miskin dapat hidup layak.
Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari
masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah
laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang
diberikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat
merupakan hal yang sia-sia saja.
Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra’ad/13: 11.
 ....

…)١٠٤(
Terjemahnya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.8
Ayat ini menegaskan bahwa Allah pun tidak akan mengubah keadaan
atau nasib masyarakat sebelum masyarakat itu sendiri yang mengubah sebab-
sebab kemiskinan atau kemunduran mereka. Banyak orang yang menginginkan
hidup layak tetapi mereka tidak sanggup bekerja, atau banyak orang yang
sanggup secara fisik untuk bekerja tetapi mereka tidak mempunyai lapangan
8Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra 2002), h. 337.
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pekerjaan sehingga timbullah pengangguran dimana-mana yang pada akhirnya
menyebabkan kemiskinan dan kemunduran.
C. Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan Kesejahteraan adalah usaha yang terencana dan terarah
yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk
memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta
memperkuat institusi-institusi sosial.9 Ciri utama pembangunan kesejahteraan
sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang
diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik
dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari lingkungan
sosiokulturalnya.
Dalam makalahnya yang berjudul “Kebijakan Perlindungan Sosial bagi
kelompok rentan dan kurang beruntung di Indonesia” Edi Suharto mengutip
pernyataan Husodo bahwa dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945
menunjukan niat dan tujuan untuk membentuk negara kesejahteraan yang
berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”10. Dalam
UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 dengan sangat jelas menggambarkan bahwa
pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam rangka memberdayakan
9Lihat Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik (Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2008), h. 35.
10Lihat Edi Suharto,  “Kebijakan  Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang
Beruntung.” Website of Edi Suharto.
http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf  (5 Desember 2010).
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masyarakat lemah atau masyarakat miskin. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945
menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.11
Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan
yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang
lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara
universal. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif
dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu
menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan
kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang
sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat
setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar pada
masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis.
Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem
perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari
adanya hak kewarganegraan di satu pihak, dan kewajiban negara di pihak lain.
Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial
bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan
miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem
sumber dan menyelengarakan jaringan pengamanan yang dapat memelihara dan
meningkatkan pendapatan warga negara secara adil dan berkelanjutan.12
11Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen ke 4 h. 55.
12Lihat Edi Suharto,  “Kebijakan  Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang
Beruntung.” loc. cit.
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Dewasa ini di tengah arus globalisasi menghasilkan perbedaan yang
tinggi antara negara maju dan negara berkembang. Perekembangan globalisasi
dan menguatnya interaksi antar peradaban dunia telah memperkuat masuknya
paham ekonomi kapitalisme dalam berbagai pendekatan pembangunan. Ekonomi
kapitalisme hanya memberikan peluang kepada kaum kapital untuk terus
membuka lebar jaringan usaha untuk meraup kekayaan sebesar-besarnya.
Ekonomi kapitalisme hanya meninggalkan penyakit bagi negara-negara
berkembang, dan penyakit yang besar yang sedang menjadi perhatian bagi
negara-negara berkembang saat ini adalah penyakit kemiskinan.
Begitu pula dalam kehidupan Islam. Islam sangat peduli terhadap
kesejahteraan sosial. Islam menekankan pada upaya memberantas kemiskinan,
kebodohan, dan keterbelakangan. Selain itu, Islam juga mengutamakan
penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim dan orang tua. Penekanan
terhadap obyek-obyek tersebut dikarenakan, memang dalam kenyataannya
masalah tersebutlah yang harus dibenahi. Sebab masalah kemiskinan,
keterbelakangan, kebodohan, persoalan anak yatim dan fakir miskin adalah
persoalan sosial, yang ada di setiap tempat dan kurun waktu.
Allah SWT telah menjelaskan konsep Islam mengenai Kemiskinan,
seperti yang tertuang dalam firman-Nya  dalam Q.S. Al-Ma’un/107: 1-7.





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




Terjemahnya: Taukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu
orang-orang yang meninggalkan anak yatim dan tidak menghiraukan
kehidupan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang melakukan
sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan berbuat riya’, serta
enggan menolong dengan barang yang berguna.13
Ayat ini memberitahukan kepada umat Islam betapa pentingnya masalah
sosial, sehingga Tuhan menyatakan bahwa orang yang sholat, tetapi tidak mau
menghiraukan kesejahteraan sosial, shalatnya sia-sia dan berarti mendustakan
agamanya, karena shalatnya terlalaikan, tidak bisa menggerakan ke arah
perbaikan sosial.
Kartini Kartono dalam bukunya “Patologi Sosial” mengatakan
kemiskinan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka
bumi.14 Sedangkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Sosiologi Suatu
Pengantar” mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang
tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan
kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya
dalam kehidupan kelompok atau masyarakat tersebut.15
13Departemen Agama RI, op., cit. h. 1108
14Lihat Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jilid 1, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007), h. 1.
15Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers,
2009), h. 320.
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Walaupun pada kenyataanya bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan
sepenuhnya. Akan tetapi keseriusan dari semua pihak dapat membantu
mengurangi tingkat kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia sangat
memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin. Ini dibuktikan dengan
dirumuskannya regulasi khusus yang mengatur tentang kesejahteraan
masyarakat. Yaitu dikeluarkannya Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial,
yakni UU nomor 11 Tahun 2009, dimana Undang-undang ini mengatur tentang
ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, di dalamnya mengatur tentang
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial.
Oleh karena itu skema-skema jaminan sosial yang berbasis bantuan sosial yang
selama ini berkembang dimasyarakat perlu sejalan dengan Asuransi
Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang diatur  dalam UU ini.16
Dalam pasal 1 poin 1 undang-undang no 11 tahun 2009 tentang
kesejahteraan sosial mengatakan bahwa:
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.17
Menurut Thelma Lee Mendoza dalam buku tulisan Isbandi Rukominto
Adi yang berjudul  “Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial”
bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya yaitu:
a. Ketidakmampuan individu atau kadangkala patologi yang membuat
seseorang sulit untuk memenuhi tuntutan lingkungannya.
16Lihat Edi Suharto,  “Kebijakan  Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang
Beruntung.” loc. cit.
17Edi Suharto. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia., op. cit., h.154.
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b. Ketidakmampuan situasional lingkungan dan kondisi lainnya yang berada
dibawah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri.
c. Ketidakmpampuan/kelengkapan dari kedua faktor personal dan
situasional.18
Untuk mengatasi masalah-masalah dalam fungsi sosial maka intervensi
yang dapat dilakukan adalah:
a. Intervensi melalui individu, dimana melibatkan kegiatan-kegiatan yang
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
b. Intervensi yang dilakukan melalui situasi lingkungannya, di mana meliputi
kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pemodifikasian sifat-sifat dasar
dari realita itu sendiri agar dapat masuk ke dalam rentangan kemampuan
berfungsi orang tersebut seperti melalui peminimalisiran atau pencegahan
penyebab timbulnya stres, melalui penyediaan pelayanan fasilitas yang
diperlukan.
c. Intervensi yang dilakukan melakui individu dan juga melalui situasi
lingkungannya.
Melihat kelompok rentan dan kurang beruntung di Indonesia bisa
dilakukan dengan memotret populasi miskin yang terus meningkat di negeri ini.
Sebagai contoh, pada tahun 1984 jumlah kaum miskin di Indonesia mencapai 35
juta jiwa. Pada tahun 2002 hampir 10 tahun kemudian Badan Pusat Statistik
(BPS) menemukan bahwa 35,7 juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin.
18Lihat Isbandi Rukminto Adi. Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994. h. 11
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Sebanyak 15,5 juta diantaranya tergolong fakir miskin yang secara ekonomi bisa
disebut kelompok termiskin dari yang miskin, terlemah dari yang lemah. Angka
terakhir pada September 2006, jumlah orang miskin mencapai 35,09 juta jiwa
atau sekitar 17,75 persen dari keseluruhan penduduk.19 Ini menggambarkan
bahwa Indonesia masih harus berusaha keras untuk mengeluarkan rakyatnya dari
problema kemiskinan. Pada umumnya yang mengalami nasib miris biasanya
dirasakan oleh petani-petani yang sebagian besar hidup di pinggir-pinggir kota
dan mayoritas hidup di desa-desa. Walaupun di desa dijumpai tukang kayu dan
tukang batu namun pada umumnya penduduk desa hidup dari hasil pertanian.
Pekerjaan-pekerjaan disamping pertanian merupakan pekerjaan sambilan saja
karena bila tiba musim panen atau musim tanam mereka akan segera tinggalkan.
Namun demikian tidaklah berarti setiap orang mempunyai tanah.
Di sisi lain, bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan
seseorang hidup miskin karena akses ke lapangan kerja terbatas untuk orang-
orang yang berpendidikan dan memiliki ijazah. Kalaupun bekerja mereka hanya
bekerja disektor tertentu dengan posisi sebagai buruh atau kuli bangunan. Data
dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa struktur pendidikan para pekerja
di Indonesia sangat menyeramkan, karena didominasi oleh pekerja yang
berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah. Dari angkatan kerja yang mencapai 116
juta orang hingga Februari 2010, sekitar 51,5% diantaranya merupakan pekerja
yang sekolah hanya sampai Sekolah Dasar atau sama sekali tidak sekolah.20
19Lihat Edi suharto,  “Kebijakan  Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang
Beruntung., loc. cit.
20Lihat Orin Basuki. “Pekerja Indonesia Kebanyakan Lulusan SD.” Kompas.com, 10 Mei
2010.
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Melihat wajah Indonesia seperti yan telah digambarkan di atas, sudah
semestinya jika pemimpin, pembuat kebijakan, untuk menengok kembali serta
memperkuat konsepsi manajemen pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara
yang digagas oleh pendiri bangsa yaitu sistem negara kesejahteraan. Negara
kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang dibanyak
negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan warganya, terutamam melalui perlindungan sosial. Perlindungan
sosial ini mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi
sosial maupun jaring pengaman sosial. Dalam konteks ini, negara
memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak
sosial kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung
oleh negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakat melalui produktifitas
ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi serta
investasi sumberdaya manusia yang terencana dan melembaga. 21 namun peran
pemerintah tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi
bangsa ini khususnya kemiskinan. Guna mencapai hasil yang lebih efektif dan
berkelanjutan, dalam penanggulangan kemiskinan ini perlu dikombinasikan
dengan peran dari pihak lain, misalnya lembaga swasta ataupun perusahaan,
misalnya lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
D. Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
http://nasional.kompas.com/read/2010/05/10/1325159/Pekerja.Indonesia.Kebanyakan.Lulusan.SD-5 (6
Desember 2010)
21Lihat Edi Suharto,  “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang
Beruntung., loc. cit.
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Dalam mengatasi fenomena sosial termasuk mengatasi kemiskinan, peran
pekerja sosial profesional sangat penting. Pekerja sosial profesional merupakan
orang-orang yang dididik khusus dalam disipilin ilmu kesejahteraan sosial.
Budi Wibawa dkk. Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pekerjaan
Sosial” mejelaskan bahwa ada empat peran pokok pekerja sosial dalam hal ini,
yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.
Dalam hal ini pekerja sosial menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada
diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menghubung sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Dalam hal ini
pekerja sosial bertugas untuk mengembangkan program pelayanan sosial
yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien. Misalnya bekerja
sama dengan lembaga lain untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi
klien sesuai dengan bakatnya.Kalau hal tersebut di atas dapat
diselenggarakan maka target negara kesejahteraan akan terwujud.
3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial
melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta
untuk berpartisipasi dalam menangani masalah sosial tersebut.
4. Mengoptimalkan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.
Dalam hal ini pekerja sosial harus mengkaji isu-isu sosial dan implikasinya
bagi masyarakat, kemudian dari hasil kajian itu pekerja sosial harus
membuat naskah kebijakan yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi
pengembangan kebijakan lama yang tidak efektif.22
22Lihat Lihat Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo, dan Meilany Budiarti S. Dasar-dasar
Pekerjaan Sosial (Bandung: Widia Padjadjaran, 2010), h. 33.
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Sedangkan Skidmore dalam Isbandi Rukminto Adi (Psikologi, Pekerjaan
Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: 1994 )menambahkan bahwa ada tiga tugas
yang harus dijalankan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan
kesejahteraan sosial yaitu:
1. Melakukan perbaikan (restorasi) kapasitas yang dimiliki klien (fungsi
rehabilitatif dan kuratif). Dalam hal ini pekerja sosial harus berusaha
mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab
kurang berfungsinya seseorang.
2. Menyediakan sumber daya individu atau masyarakat (fungsi
developmental). Fungsi developmental ini bertujuan untuk memanfaatkan
sumber daya secara efektif atau membantu manusia memanfaatkan secara
maksimum kemampuan dan potensi agar interaksi sosialnya lebih efektif.
3. Melakukan pencegahan disfungsi sosial (fungsi preventif). Fungsi ini
melibatkan penemuan, pengawasan dan menghilangkan atau mengurangi
kondisi atau situasi yang mempunyai potensi untuk merusak fungsi sosial
seseorang. Ketiga fungsi tersebut terkait satu dengan yang lainnya.23
Berbeda halnya dengan Edi Suharto, dalam bukunya yang berjudul
“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, Edi Suharto mejelaskan
bahwa ada lima peran yang harus dilakoni oleh pekerja sosial dalam menangani
klien, yaitu: menjadi Fasilitaor, Broker, Mediator, Pembela dan Pelindung.24
23Lihat Isbandi Rukminto Adi, op.  cit., h. 14
24Lihat Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung: Refika
Aditama, 2009),  h. 98.
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Sedangkan menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi: (Psikologi,
Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: 1994) menyebutkan bahwa ada 7
peran yang harus dilakoni oleh pekerja sosial.
1. Enabler/pemungkin.
Sebagai Enabler/pemungkin seorang pekerja sosial ataupun sarjana
kesejahteraan sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan
kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan
mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menanganai masalah yang
mereka hadapi secara lebih efektif. Peran sebagai Enabler ini adalah peran
klasik dari seorang pekerja sosial profesional. Fokusnya adalah membantu
orang agar dapat membantu dirinya sendiri (Help people to help them
selve).
2. Broker.
Peranan sebagai Broker (Pialang) berperan dalam menghubungkan
individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan
bantuan ataupun layanan masyarakat, tetapi tidak tahu dimana dan
bagaimana mendapatkan bantuan tersebut. Broker dapat juga dikatakan
menjalankan perannya sebagai Mediator.
3. Expert.
Dalam kaitan peranan seorang pekerja sosial profesional sebagai tenaga
ahli (Expert), ia lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi
dalam berbagai area. Misalnya saja seorang tenaga ahli dapat memberikan
usulan mengenai bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan
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dalam masyarakat tersebut dan kelompok-kelompok mana saja yang harus
terwakili.
Seorang tenaga ahli harus sadar bahwa usulan dan saran yang ia berikan
bukanlah mutlak harus dijalankan masyarakat, tetapi usulan dan saran
tersebut lebih merupakan sebagai masukan gagasan untuk bahan
pertimbangan masyarakat atau pun organisasi dalam masyarakat tersebut.
4. Perencana Sosial.
Seorang Perencana Sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial
yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menganalisanya, dan
menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah
tersebut. Setelah itu perencana sosial mengembangkan program, mencoba
mencari laternatif sumber pendanaan, mengembangkan konsensus dalam
kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan. Antara
Ekspert dan Perencana Sosial saling tumpang tindih. Seorang Ekspert
lebih memfokuskan pada pemberian usulan dan saran sedangkan
Perencana Sosial lebih memfokuskan tugas-tugas yang terkait dengan
pengembangan dan pengimplementasian program.
5. Advokat.
Peran sebagai Advokat dalam pengorganisasian masyarakat dicangkok
dari profesi hukum. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah di
mana pekerja sosial menjalankan fungsi sebagai advokat yang mewakili
kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan,
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tetapi insitusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan
tersebut tidak memperdulikan tuntutan warga.
Peran advokasi, misalnya saja dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh
lembaga non pemerintah yang menyampaikan tuntutan pada pemerintah
agar pemerintah menyediakan ganti rugi yang memadai bagi mereka yang
tergusur, atau agar pemerintah meringankan biaya pendidikan dan lain
sebagainya.
6. Aktivis.
Sebagai Aktivis, seorang pekerja sosial melakukan perubahan institusional
yang lebih mendasar dan seringakli tujuannya adalah pengalihan sumber
daya atau kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapat keuntungan,
seorang aktivis biasanya memperhatiakan isu-isu tertentu, seperti
ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, ketidakadilan dan
perampasan hak.
7. Edukator.
Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, pekerja sosial ataupun sarjana
kesejahteraan sosial diharapkan mempunyai keterampilan sebagai
pembicara dan pendidik. Pekerja sosial harus mampu berbicara di depan
publik untuk menyampaikan informasi mengenai beberapa hal tertentu,
sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Misalnya saja, seorang sarjana
kesejahteraan sosial yang ikut serta dalam upaya pencegahan HIV/AIDS,
maka ia dapat melakukan berbagai penyuluhan pada berbagai kelompok
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risiko penyakit AIDS, seperti pada remaja, Wanita Tuna Susila, kelompok
homoseksual dan lain sebagainya.25
Itulah beberpa peran yang harus dijalankan oleh pekerja sosial dalam hal
menangani atau melakukan penanggulangan terhadap berbagai masalah sosial
yang terjadi di masyarakat, tentu saja berbagai peran di atas harus terintegrasi
dengan peran dari berbagai pihak lebih-lebih pemerintah sebagai pembuat
kebijakan.
E. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki
tanggung jawab utama, karena pemerintah adalah pembuat sekaligus pengawas
kebijakan. Ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi
Indonesia khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan UU no. 11
tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjamin bahwa negara memberikan
perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan
miskin.
Edi Suharto dalam bukunya “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di
Indonesia” menjelaskan bahwa jika dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial
formal, yakni jaminan sosial, maka ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia
tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan
kerja, maupun kematian. Bisa dipastikan, sebagian besar orang miskin berada
diantara mereka yang hidup tanpa perlindungan sosial.
25Lihat Isbandi Rukminto Adi. op. cit., h 29.
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Namun demikian pemerintah tetap memiliki tekad kuat untuk
memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui skema perlindungan
sosial. Dalam arti luas, perlindungan sosial didefenisikan sebagai segala inisiatif
baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang
bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang
miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan
meningkatkan status dan hak-hak sosial kelompok yang terpinggirkan di dalam
suatu masyarakat.
Perlindungan sosial merupakan elemen penting bagi strategi kebijakan
publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi
dimensional yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.
Sebagai kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe
kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau
program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya,
terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko
ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.
Ada lima bentuk Perlindungan sosial dari pemerintah menurut Edi
Suharto, yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro
dan berbasisi komunitas, serta perlindungan anak.26
1. Pasar tenaga kerja.
Pekerjaan pada dasarnya merupakan perlindungan sosial yang penting bagi
setiap individu. Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan.
Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan seseorang dan
26Lihat Edi Suharto. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia., op. cit., h. 45
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keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi resiko. Skema pasar
kerja dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi
pasar kerja yang efisien. Sasaran utamanya adalah populasi usia kerja, baik
yang bekerja di sektor formal maupun informal.
2. Asuransi sosial.
Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang
berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan. Program
ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan
dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin
tua, dan kematian. Program ini mencakup:
a. Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan
tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun
situasional.
b. Asuransi kecelakaan kerja untuk pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja.
c. Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya
dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian
atau seluruh kerugian akibat kecelakaan.
d. Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari penyakit.
e. Asuransi hari tua untuk orang yang sudah pensiun.
3. Bantuan sosial.
Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga bantuan publik dan pelayanan
kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang
ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas
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yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan
miningkatkan kualitas hidupnya. Bentuk-bentuk bantuan sosial berupa:
a. Transfer uang atau barang, seperti Bantuan Langsung Tunai, kupon
makanan atau pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braille
bagi penyandang cacat.
b. Bantuan Operasional Sekolah atau Program Keluarga Harapan (PKH).
c. Program Raskin dan minyak tanah bersubsidi serta penjualan
sembako murah di masa krisis.
4. Skema mikro dan berbasis komunitas.
Perlindungan sosial mikro berbasis komunitas memberi perlindungan
terhadap sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam
skala komunitas. Skema ini antara lain:
a. Asuransi pertanian.
b. Dana sosial berbasis masyarakat
5. Perlindungan anak.27
Perlindungan anak yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak penyandang
cacat atau Anak dengan Kemampuan Khusus (AKK) adalah sub kelompok
atau bagian dari populasi ODKK (Orang Dengan Kemampuan Khusus), yang
memiliki hak dan kemampuan khusus untuk memperoleh pendidikan,
kesehatan, rekreasi dan perlindungan. Program ini antara lain:
27Lihat ibid., h. 50
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a. Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang, barang atau
pelayanan rawatan bagi keluarga yang memiliki Anak dengan
Kemampuan Khusus, pemberian bantuan makanan atau peralatan
yang diperlukan Anak dengan Kemampuan Khusus.
b. Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran
masayarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga pelayanan untuk
memperkuat inklusifitas Anak dengan Kemampuan Khusus, seperti
menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan
diskriminasi serta eksploitasi terhadap Anak dengan Kemampuan
Khusus.
Jika diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan
pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas, maka skema-skema
perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam
mengurangi tingkat kemiskinan.
Selain dari pada itu konsep pembangunan nasional harus jelas. Apabila
fungsi pembangunan disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan ke dalam tiga
tugas utama yang harus dilakukan oleh sebuah negara, yakni pertumbuhan
ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia.28 Fungsi
pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha, misalnya
melalui industrialisasi guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan
untuk membiayai kegiatan pembangunan.
Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan
melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam
28Lihat Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, op.cit, h.5
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kehidupannya, misalnya sakit atau tertimpa bencana alam. Sedangkan fungsi
pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumberdaya
manusia yang menjamin tersedianya angakatan kerja yang berkualitas yang
mendukung mesin pembangunan. Hubungan ini dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.29
Gambar : Pembangunan kesejahteraan masyarakat
dalam konteks pembangunan nasional.
Sebagaimana diilustrasikan gambar di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi
diperlukan untuk menjalankan perawatan masarakat dan pengembangan manusia.
29 Lihat ibid, h. 6
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Namun demikian, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga
memiliki posisi penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi
tersebut diperlukan guna menudukung pertumbuhan ekonomi sehimgga dapat
berjalan secara berkelanjutan. Apabila pertumbuhan ekonomi diibaratkan kepala
dalam tubuh manusia, maka perawatan masyarakat sektor kesehatan dan
kesejahteraan sosial bersama pengembangan manusia sektor pendidikan
merupakan kaki yang menopang kepala itu.
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode tersbut tidak
mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat
prediksi, akan tetapi menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah
(naturalistis setting).
Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan
pemecahan masalah yang ada sekarang bersadarkan data-data, maka peneliti juga
menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi data.
Peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti hanya membuat kategori
perilaku, mengamati gejala dan mecatat dalam buku observasi. Dengan suasana
alamiah dimaksudkan bahwa peneliti terjun ke lapangan. Peneliti tidak berusaha
memanipulasikan variabel. Karena kehadirannya mungkin mempengaruhi
perilaku gejala, peneliti berusaha memperkecil pengaruh ini.
Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), tetapi juga
memadukan (sintesis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organusasi.
Penelitian seperti ini memerlukan kualifikasi yang memadai. Pertama, peneliti
harus memiliki sifat reseptif. Peneliti harus selalu mencari bukan menguji.
Kedua, peneliti harus memiliki kekuatan integratif, kekuatan untuk memadukan
berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran.
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B. Subjek Penlitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang
memperoleh data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan subjek
penelitian untuk melengakapi data tersebut.
Peneliti menetukan subjek atau informan ini, berharap dapat memberikan
kedalam informasi agar memperoleh data yang valid. Informan yang dibutuhkan
dalam penelitian ini maksimal 7 orang agar dapat melengkapi data tersebut.
Informan ditentukan berdasarkan kriteria. kriteria pertama adalah menetukan
informan kunci, dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagi tokoh kunci yang
mengetahui keberadaan masyarakatnya. Kriteria yang kedua adalah informan
ahli, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat desa yang dianggap kompeten dalam
menilai dan melihat perkembangan masyarakat desa. Sedangkan kriteria yang
ketiga adalah informan biasa, dalam hal ini adalah masyarakat penerima BLT
yang dianggap merasakan langsung dampak dari BLT. Semuan data
dikumpulkan melalui wawancara pada sejumlah informan dan melakukan
observasi langsung di masyarakat serta mencari dokumen terkait yang ada di
kantor desa setempat.
C. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan komunikasi dan
sosiologi. pendekatan kominikasi maksudnya adalah bahwa dalam proses
penelitian berjalan peneliti harus memahami ilmu atau tata cara berkomunikasi
yang baik dengan informan yang menjadi objek penelitian, sedangkan metode
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sosiologi dimaksudkan bahwa peneliti harus memahami ilmu sosiologi agar
dapat mengetahui keadaan masyarakat yang menjadi objek penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Sebagaimana lazimnya bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara. Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari
semua teknik-teknik penelitian sosial. Dikatakan paling sosiologis karena
peneliti langsung berinteraksi dengan informan.1 Peneliti mengumpulkan
data dengan cara melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang
dianggap mampu memberikan informasi yang terkait dengan penelitian.
namun sebelum mengumpulkan data dengan wawancara, peneliti terlebih
dahulu menyusun format atau pedoman wawancara sebagai alat atau
instrumen agar kegiatan wawancara lebih terarah dan tidak kaku.
b. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan di desa Maccini Baji kecamatan Bajeng kabupaten Gowa secara
langsung untuk mengetahui secara pasti keadaannya. Dalam melakukan
observasi peneliti sangat bergantung pada kekuatan indra seperti mata dan
telinga untuk mengamati dan mendengar kenyataan di lapangan. Oleh karena
itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan
panca indra yang lainnya.2
1Lihat James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, (Cet.
1, Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 305
2 Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ( edisi 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007), h. 115
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c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen
atau fakta-fakta yang ada di Kantor Desa yang berkaitan dengan data
penerima BLT.3
E. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti
dalam mengumpulkan data. Adapun proses yang dilalui yaitu :
1. Tahap Persiapan.
Tahap ini merupakan langkah awal bagi peneliti dalam mempersiapkan
segala kebutuhan penelitian. Mulai dari pengurusan izin penelitian ke institut
terkait. Disamping itu penulis juga mempersiapkan instrumen-instrumen
penelitian yang dipakai dalam mengumpulkan data.
2. Tahap Pelaksanaan.
Pada tahap kedua ini, penulis sudah mulai mengumpulkan data. Data-data
tersebut diperoleh melalui dua metode yaitu Library Research dan Field
Research.
a) Library Research, merupakan suatu metode pengumpulan data
yang ditempuh oleh penulis dengan menggunakan beberapa
literatur. Seperti membaca buku, majalah koran maupun artikel
serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pembahasan
skripsi ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis
menggunakan dua cara :
3Lihat Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Edisi 2,
Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 102.
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1) Kutipan Langsung, yaitu kutipan yang bersumber dari beberapa
literatur, kemudian data-datanya dikutip sesuai dengan aslinya tanpa
merubah redaksi, isi maupun maknanya dan ditulis dengan format satu
spasi.
2) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari beberapa literatur,
kemudian kutipan itu dirubah redaksinya tanpa merubah maksud dan
tujuannya.
b) Field Research, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti terjun
ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung, serta mencatat
segala sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam
metode ini penulis menempuh cara-cara sebagai berikut : melakukan
Observasi, melakukan wawancara terhadap informan serta mencatat
dokumen-dokumen terkait.
3. Tahap Akhir.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis pada tahap akhir ini adalah
menganalisa data, kemudian menuliskan hasil penelitian.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti kegiatan pengolahan.
Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data dan mengkode data.4
Mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah
terisi sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, atau apakah pengisiannya sudah
benar atau tidak. Dalam menganalisa data Metode analisis yang dianggap
4Lihat Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:
2007), h. 33.
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relevan dengan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengadakan
analisis data secara induktif dan bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta
yang ada di lapangan, untuk memberikan gambaran tentang permasalah yang
dibahas dalam penelitian serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada.5
Dalam penelitian ini data menjadi amat sangat penting, sedangkan teori akan
dibangun berdasarkan temuan data di lapangan. Data merupakan segalanya yang
dapat memecahkan semua masalah penelitian.
Proses analisis data penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan
dokumnetasi. Penggunanaan metode penelitian ini dimaksudkan bahwa data yang
diperlukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena untuk menemukan apa
yang diinginkan oleh penulis pengelolaan data dan selanjutnya diinterpretasikan
dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dengan menarik
seluruh kesimpulan.
Adapun metode yang dipakai dalam mengolah data dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus
dilakukan setelah data terkumpul, akan tetapi pengolahan data dapat dilakukan
ketika sedang mengumpulkan data.6 Dalam mengolah data tersebut digunakan
analisis induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus
5Liht Burhan bungin, Ed., Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: PT raja grafindo persada: 2008), H. 31
6Lihat Bagong Suyanto dan Sutinah, Ed., Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2007), 172
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atau data di lapangan dan berakhir pada hal-hal yang bersifat umum. Dengan
demikian, pendekatan ini menggunakan logika berpikir piramida duduk.7
Anlisisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, dan
berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh.
Ukuran kejenuhan dapat ditandai apabila tidak diperolehnya lagi data atau
informasi baru. Dalam alsisi data meliputi reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data juga dilakukan secara
terus-menerus melalui pengamatan. Wawancara dan dokumentasi.
G. Metode Penyajian Data
Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata,
maka penyajiannya diuraikan dalam bentuk kata-kata. Data disajikan dalam
bentuk kutipan langsung dari kata-kata hasil wawancara serta dan dari dokumen-
dokumen terkait. Selain itu data dapat disajikan dalam bentuk life history, yaitu
deskripsi tentang peristiwa atau pengalaman penting dari kehidupan seseorang
yang menjadi objek atau informan dalam penelitian ini.8
7Lihat Burhan Bungin, Ed., loc. cit., h. 66
8 Lihat Ibid., h. 174
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Umum Wilayah
a. Letak Geografis, Batas  dan luas Wilayah.
Desa Maccini Baji ini adalah salah satu dari 16 desa yang ada di
Kecamatan Bajeng. Desa ini adalah desa yang sudah lama sejak dari
Gallarrang (gelar) Bontomaero sebanyak 14 gelar, kemudian antara Tahun
1960 s/d 1965 menjadi Desa Bontoala, dan sampai pada Tahun 1965 sampai
dengan sekarang menjadi Desa Maccini Baji yang sementara menjadi lokasi
penelitian penulis.1
Secara keseluruhan wilayah Desa Maccini Baji adalah merupakan
daerah dataran rendah dengan batas wilayah  sebelah utara Desa
Maradekaya, sebelah  timur Desa Pa’bentengang, sebelah selatan Desa
Panyangkalang, sebelah barat Kelurahan Kalebajeng. Untuk lebih jelasnya
lihat pada tabel berikut.
Tabel 1
Batas Wilayah Desa
Letak Batas Desa/kelurahan Keterangan
Sebelah Utara Maradekayya Desa
Sebelah Timur Pa’bentengang Desa
Sebelah Selatan Panyangkalang Desa
Sebelah Barat Kalebajeng Kelurahan
Sumber : Profil Desa Maccini Baji 2010
1Lihat Kantor Desa Maccini Baji Profil Desa Maccini Baji 2011, h.1
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Desa Maccini Baji terdiri atas 5 dusun  yakni Dusun Pakkinkingang,
Dusun Bontomaero, Dusun Parangrea, Dusun Borong Untia, Dusun Parang
Berua, dengan luas wilayah 595,80 Ha dengan perincian: areal darat/tanah
kering 270,80 Ha, areal persawahan tadah hujan 325 Ha.2
b. Kondisi Geografis
Ketinggian wilayah Desa Maccini Baji dari permukaan Laut masuk
pada kategori ketinggian 0-499,9 m,  sedangkan curah hujan berkisar antara
200-250 mm dengan keadaan suhu rata-rata antara 25-30°C.3
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  2
Kondisi Geografis
No. Kondisi Geografis Keterangan
1.
2.
3.
Tinngi Tempat Dari Permukaan Laut
Curah Hujan Rata-Rata Pertahun
Keadaan Suhu Rata-Rata
0-499,9  m
200-250 mm
25-30°C
Sumber : Profil Desa Maccini Baji 2010
2. Demografi penduduk
a. Penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin.
Jumlah Penduduk Desa Maccini Baji terdiri dari 5 (lima) dusun 13
RW,   34 RT  dengan  jumlah penduduk menurut golongan umur jumlah kk
=953 laki-laki =  843, perempuan = 110. Umur bayi sampai 6 thn =478
orang, 7-12 = 397 orang, 13-16 thn = 309 orang, 17-20 thn = 265 orang, 21-
25 thn = 592 orang, 26-30 thn = 629 orang, 31-51 thn = 630 thn, dan umur
2Lihat ibid., h. 2
3Lihat Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Profil Desa/kelurahan,
(Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara 1996)  h. 80
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di atas 51 thn = 358 orang. Jumlah penduduk 3713 jiwa dengan perincian
laki-laki : 1.832  perempuan : 1.881. Penjelasan di atas dirincikan lebih jelas
dalam tabel.
Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
No Golongan Umur
Jenis kelamin
lk pr
Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o-6   tahun
7-12 tahun
13-16 tahun
17-20 tahun
21-25 tahun
26-30 tahun
31-51 tahun
52 tahun keatas
230 248
197             200
177             132
113             152
300             292
300             329
296             334
152             206
478
397
309
265
592
629
630
358
Jumlah 1.832          1.881 3.713
Sumber : Profil Desa Maccini Baji 2010
b. Penduduk menurut mata pencaharian
Berdasarkan dari sumber mata pencaharian masyarakat Desa yang
terbagi kedalam sektor primer: petani penggarap, wanita tani, kelompok
tani, peternak; industri kerajianan : pertukangan, bengkel, batu bata,
penggiling Padi; perdagangan/Jasa,  pedagang, pegawai, guru, tenaga kerja
lapangan, dll. Untuk lebih jelasnya lagi lihat pada tabel berikut.
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Tabel 4
Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah (orang)
1
.
2
3
Sektor primer
a. Petani Penggarap
b. Wanita Tani
c. Kelompok Tani
d. Peternak
Industri Kerajinan
a. Pertukangan
b. Bengkel
c. Batu Bata
d. Penggilingan Padi
Perdagangan/Jasa
a.    Pedagang
b.    Pegawai
c.    Guru
d.    TNI
e.     dll
175
600
24
243
27
8
44
13
13
59
167
12
14
Jumlah 1.399
Sumber : diolah dari Data potensi Desa 2010
c. Penduduk menurut pendidikan
Untuk megetahui jumlah penduduk menurut tinggkat pendidikannya
maka dibagi kedalam tamat SD 122 orang, tamat SLTP 27 orang, tamat
SLTA 26 orang, tamat Perguruan Tinggi sebanyak 112 orang.4
4Lihat Kantor Desa Maccini Baji, Data potensi Desa Maccini Baji 2010 (Bontomaero 20
Juli 2011)
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d. Jumlah Rumah Tangga Misikin yang menerima Bantuan Langsung Tunai.
Rumah Tangga Miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
di desa Maccini Baji cukup banyak yakni sekitar seper enam dari total
penduduk keseluruhan. Jumlah penduduk keseluruhan adalah 3.713 jiwa,
sedangkan total masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai pada
tahun 2005 sebanyak 502 kepala rumah tangga. Tentu saja saat ini jumlah
masyarakat miskin sudah mengalami penurunan, namun pihak pemerintah
belum melakukan pembaharuan data mengenai jumlah orang miskin. Untuk
lebih jelas data mengenai ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.
Jumlah rumah tangga miskin yang menerima BLT di setiap Dusun
NO DUSUN JUMLAH PENERIMA BLT
1 Bontomaero 131 Kepala Rumah Tangga
2 Borong Untia 78 Kepala Rumah Tangga
3 Pakkingkingngang 120 Kepala Rumah Tangga
4 Parang Rea 44 Kepala Rumah Tangga
5 Parangberua 129 Kepala Rumah Tangga
Total 502 Kepala Rumah Tangga
Sumber: Diolah dari data penerima BLT desa Maccini Baji.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2008 menggunakan
data tahun 2005. Pendataan terhadap rumah tangga yang layak menerima
Bantuan Langsung Tunai dilakukan secara langsung oleh pihak dari Badan
Pusat Statistik sehingga tidak ada peluang bagi masyarakat maupun pemerintah
desa untuk merekayasa, karena semua data terkait langsung ditangani oleh
pemerintah kabupaten melalui Badan Pusat Statistik. Pemerintah desa hanya
melakukan pembagian kartu Bantuan Langsung Tunai yang diperoleh dari
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pemerintah kabupaten. Adapun jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai
sesuai dengan dokumen yang diperoleh dari kantor desa adalah 502 rumah
tangga miskin. Dari jumlah itu dibagi setiap dusun. Untuk lebih jelasnya dapat
lihat dalam tabel berikut ini.
3. Struktur Pemerintahan
Susunan pemerintahan periode 2003-20115
Kepala Desa : Chairil Anwar
Sekdes : Abdullah Bau (Plt)
Kaur Pemerintahan : Abdul Salam Nur
Kaur Pembangunan : Habiba Abdan
Kaur Umum : Muhammad Arham
Kadus Pakkinkingang : Abd. Arsyad Madjid
Kadus Bontomaero : Abd. Mannan Baso
Kadus Parangrea : Abd. Haris
Kadus Borong Untia : H. Tajuddin Jajji
Kadus Parang Berua : M. Ramlan Tuju
Struktur pemerintahan desa Maccini Baji dapat dilihat pada bagan
berikut ini.
5Lihat Kantor Desa Maccini Baji, Arsip Desa Maccini Baji (Bontomaero 5 Juli 2011)
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STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MACCINI BAJI
PERIODE 2008-2013
Sumber: Kantor desa Maccini Baji.
B. Kondisi Masyarakat Desa Maccini Baji
1. Kondisi masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi.
Jika ditinjau dari segi ekonomi tentunya jika berdasarkan harta benda
dan tingkat pendapatan. Keberadaan masyarakat Desa Maccini Baji sudah
termasuk kategori sejahtera, hal ini sesuai dengan penuturan dari aparat desa
yang menjadi informan dalam penelitian, salah satunya menurut Abd. Manan
Dg. Bani, masyarakat Desa Maccini Baji dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir sudah masuk kedalam kategori sejahtera, karena berdasar kepada
Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah mengalami penurunan yang drastis dari
jumlah RTM yang sebelumnya berjumlah 950 Kepala Keluarga menjadi 502
Kepala Keluarga, dengan jumlah penduduk 3.713 jiwa. Karena menurut
Beliau kesejahteraan adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan
KEPALA
DESA
KAUR
UMUM
KAUR
PEMBANGUNAN
KAUR
PEMERINTAHAN
BPD
SEKRETARIS
DESA
KADUS
PAKKINKINGGGAN
KADUS
BONTOMAERO
KADUS
PARANGREA
KADUS
BORONG UNTIA
UUNTIAUUNTIA
KADUS
PARANG BERUA
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baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berikut penuturan dari Abd.
Manan Dg. Bani:
Keadaan masyarakat kami kalau dilihat dari segi ekonomi sudah ada
perbaikan. Sebab jumlah rumah tangga miskin saat ini sudah berkurang
dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dan juga untuk memnuhi
kebutuhan sehari-hari sudah tidak ada kesulitan lagi.6
Lain pula dengan tanggapan H. Mustafa Dg. Ngawing yang
mengatakan bahwa masyarakat Desa Maccini Baji Sudah sejahtera karena
kehidupan sekarang di banding beberapa tahun sebelumnya itu sangat
nampak perbedaan, mulai dari pola makan yang dulunya hanya satu sampai
dua kali sehari dengan memakan nasi jagung yaitu nasi yang dimasak dari
beras campur jagung. sekarang sudah bisa makan sampai tiga kali dengan
nasi yang berasal dari beras yang murni. Berikut penyampaiannya:
Masyarakat desa Maccini Baji boleh dikatakan sudah sejahtera. Karena
hampir tidak ada lagi masyarakat yang hidup susah seperti beberapa
tahun yang lalu. Dulu masyarakat desa ini masih megalami kesulitan
bahkan untuk makanan sehari-hari. Dalam sehari kami hanya bisa
makan paling banyak dua kali sehari, sekarang orang sudah makan tiga
kali sehari. Dulu beras dicampur dengan jagung, sekarang orang
memasak beras saja. Karena memang saat itu persawahan belum
memiliki sistem irigasi, sedangkan sekarang sawah sudah ada pengairan
sehingga sawah bisa panen sampai tiga kali dalam setahun.7
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibrahim Dg. Tunru bahwa
kalau untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan sudah dapat dikatakan
sejahtera karena sudah tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan hanya orang
malas kerja saja yang akan merasakan kelaparan. Ibarhim Dg. Tunru
mengatakan:
Sekarang hidup kami tidak sesulit dulu. Kebutuhan sehari-hari seperti
makanan tidak terlalu sulit didapatkan, sehingga tidak ada lagi orang-
6Abd. Manan Dg. Bani, Aparat Desa Maccini Baji, Wawancara Oleh Penulis
(Bontomaero: 7 Juli 2011)
7H. Mustafa Dg. Ngawing, Tokoh Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis, (Borong Untia,
5 juli 20011)
45
orang di masyarakat kami yang kelaparan. Yang merasakan lapar ya
orang yang malas bekerja.8
Selain itu Ganna Dg. Roppu mengatakan bahwa dari segi kebutuhan
sehari-hari masyarakat desa Maccini Baji sudah tercukupi. Walaupun tidak
semua masyarakat memiliki sawah untuk digarap, namun mereka dapat ikut
memanen dengan sistem upah atau bagi hasil. Sehingga mereka juga ikut
terbantu. Berikut pernyataannya:
Sebagaian besar masayarakat desa kami adalah sebagai petani sawah.
Walaupun tidak semuanya memiliki sawah tapi mereka yang tidak
memiliki sawah bisa bekerja dengan digaji atau bagi hasil dengan orang
yang punya sawah. Sehingga mereka yang tidak memiliki sawah tidak
terlalu susah hidupnya.9
Dari beberapa dokumen yang diperoleh bahwa memang dari segi
ekonomi banyak sekali faktor penunjang, sehingga dapat memperkuat
beberapa penyataan dari informan di atas. Dari segi ekonomi masyarakat desa
Maccini Baji mempunyai ragam mata pencaharian. Penduduk desa ini
mayoritas sebagai petani, karena luasnya area persawahan yang mengelilingi
desa mereka. Berdasarkan dokumen yang di dapat dikantor desa bahwa desa
ini memliki sawah irigasi seluas 584.03 Ha, sawah tada hujan seluas 44.00 H,
dan ladang tegalan seluas 50.00 Ha dengan alat penggarap sawah yaitu traktor
sebanyak 20 unit yang tersebar di setiap dusun. Selain lahan persawahan di
desa ini tercatat ada sekitar 21 ekor kerbau, 318 ekor sapi yang kesemuanya
adalah milik warga desa Maccini Baji.10
Sedangkan sebagai alat trasnportasi yang akan menggerakan roda
perekonomian, desa Maccini Baji dilayani oleh sekitar 19 unit mikrolet yang
8Ibrahim Dg. Tunru, Penerima BLT, Wawancara Oleh Penulis, (Borong Untia, 5 Juli
2011)
9Ganna Dg. Roppu , Penerima BLT, Wawancara oleh penulis, (Bontomaero, 11 Juli
20011
10Lihat Kantor desa Maccini Baji, Data Potensi Desa Maccini Baji 2010 (Bontomaero 20
Juli 2011)
46
akan menghubungkan desa dengan pusat perbelanjaan baik di Gowa maupun
di kota Makassar. Di samping itu ada juga 12 unit mobil truk yang siap
beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Selain truk masyarakat
juga menggunakan kendaraan pribadi seperti motor. Untuk melayani
kebutuhan masyarakat dibidang penjualan atau perdagangan di desa Maccini
Baji terdapat 27 unit kios besar dan ada juga koperasi sebagai organisasi yang
dapat menunjang perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk melayani
kebutuhan pangan masyarakat desa, ada 13 unit pabrik penggilingan padi
yang tersebar disetiap dusun, di mana usaha ini merupakan swadaya
masyarakat desa Maccini Baji. Kesemuanya itu adalah alat yang
dipergunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini
cukup memperkuat penyataan masyarakat bahwa desa ini sudah masuk
kategori sejahtera.
2. Kondisi masyarakat ditinjau dari perspektif Agama dan Budaya.
Kehidupan beragama dan berbudaya dalam masyarakat Desa Maccini
Baji sudah cukup meningkat dan masuk kategori sejahtera, hal ini didasarkan
banyaknya organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Aisiyah, IRM
(Ikatan Remaja Muhammadiyah), NA (Nasyiahtul Aisiyah), IPM (Ikatan
Pemuda Muhammadiyah), IRM (Ikatan Remaja Mesjid) pada tiap-tiap Mesjid
yang ada di Desa Maccini Baji. Selain itu tersedianya pula sarana dan
prasarana Peribadatan yakni Mesjid dan Mushallah yang berjumlah 10 unit.
Dan ditambah tempat belajar mengaji yakni TPA (Taman Pendidikan Al-
quran) sebanyak 7 unit di Desa Maccini Baji.11
11Lihat Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, loc. cit .
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Dari beberapa sarana dan prasarana yang ada maka masyarakat dapat
melakukan kegiatan keagamaan dengan baik, seperti halnya dalam beribadah
dan memperingati hari-hari besar keagamaan serta belajar tentang
keagamaan.
H.M. Arifin, dalam bukunya Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar
(2004) mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial, budaya dan agama
terutama dalam perkembangannya banyak dipengaruhi atau dibentuk oleh
lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut
beliau mengatakan bahwa organisasi yang bergerak dibidang pendidikan
agama dan budaya mempunyai peran penting bagi kemajuan agama dan
budaya khususnya dalam membentuk pribadi manusia. Di dalam masyarakat
kita, lembaga agama dan budaya dapat dikatakan menjadi sumber yang
memancarkan sistem nilai budaya dan agama bagi bangsa indonesia, sehingga
dalam manifestasi sosiokulturalnya nampak mewarnai corak pandangan hidup
bangsa.12
Agama dan budaya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-
hari. Agama dan juga budaya sama-sama mengajarkan nilai-nilai luhur.
Masyarakt Desa Maccini sangat menjunjug tinggi agama dan juga masih
memegang kuat budaya, khususnya budaya makassar. Karena memang
sukunya adalah suku makassar. Agama di ajarkan oleh guru-guru di sekolah.
Disamping itu anak-anak bisa belajar agama di TPA yang ada di setiap dusun.
Begitulah uraian dari salah satu Tokoh Masyarakat, H. Mustafa Dg. Ngawing.
Berikut petikan wawancaranya:
Walaupun tidak begitu mendalami, tapi masyarakat desa Maccini Baji
semuanya islam. Kami menilai bahwa agama sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan budaya Makassar. Budaya
12H. M. Arifin, Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi, cet. 6. (Jakarta: PT. Bumi
Aksara: 2004) h. 103
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makassar sangat sejalan dengan agama, keduanya sama-sama
mengajarkan nilai kebaikan, kerja sama dan saling membantu. Itulah
pentingnya guru-guru di sekolah maupun TPA mengajarkan nilai agama
pada muridnya.13
Hal itupun seiring dengan penuturan Abd Mannan Dg. Bani yang
mengatakan bahwa nilai agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga pemerintah kabupaten Gowa sangat peduli melakukan gerakan
memberantas buta Aksara Alkuran seperti mendirikan SPAS yaitu Sanggar
Pendidikan Anak Shaleh dan juga banya Taman Pendidikan Alquran yang
dibuka setiap dusun. Berikut ini adalah petikan wawancaranya:
Betul bahwa agama itu sangat penting. Makanya pemerintah kabupaten
menjalankan program jumat ibadah dan juga penyelenggaraan program
SPAS bagi anak-anak, sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak-anak
kami tidak tahu baca tulis Alkuran. Dengan adanya program keagamaan
itu maka akan memberikan dampak positif serta akan memberikan
ketentraman bathin bagi kami.14
Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kebutuhan
masyarakat desa Maccini Baji akan agama sudah terpenuhi, mengingat
berbagai fasilitas pendukung serta berbagai program pemerintah terkait
dengan pengembangan keagamaan telah ada dan direspon baik oleh
masyarakat setempat.
3. Kondisi masyarakat ditinjau dari perspektif Sosial.
Islam telah menyediakan undang-undang dan nilai-nilai akhlak bagi
setiap pemeluknya, diantaranya adalah yang berhubungan dengan kehidupan
sosial. Keadaan ini akan memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap
masyarakatnya. Di desa Maccini Baji Kehidupan sosial bermasyarakat
terbilang cukup tinggi, karena suasana gotong royong  yang masih tetap
melekat pada kehidupan warga masyarakat Desa Maccini Baji, misalnya saat
13H. Mustafa Dg. Ngawing, Wawancara oleh penulis.
14Abd Mannan Dg. Bani, Wawancara oleh Penulis.
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adanya pesta atau hajatan seperti pesta perkawinan dan lainnya masing-
masing tetangga datang ke tempat atau rumah pelaksanaan pesta tersebut.
Disisi lain masyarakatnyapun tidak mengedepankan status sosial dalam
bermasyarakat tetapi mereka menjalankan kehidupan dengan tidak membeda-
bedakan antara satu sama lain. Hal ini tentunya akan menciptakan kehidupan
sosial yang sejahtera. Berikut pernyataan dari aparat desa, Bapak Abd. Manan
Dg. Bani:
Nilai sosial seperti kerja sama atau gotong royong masih melekat pada
masyarakat desa kami. Misalnya setiap ada acara hajatan atau acara
pengantin maka keluarga atau tetangga akan berdatangan untuk bekerja
sama.15
Sejalan dengan penuturan dari Gana Dg. Ropu, beliau mengatakan:
Kami masih saling bekerja sama. Misalnya kalau ada rumah panggung
yang dibangun atau diperbaiki, maka kami akan membangun bersama-
sama.16
Ahmad Shalabi dalam bukunya “kehidupan sosial dalam pemikiran
islam (2001) mengatakan bahwa unsur pertama yang harus dijunjung dalam
kehidupan sosial adalah tanggung jawab bersama.17 Tanggung jawab bersama
ini dapat diimplementasikan dalam bentuk kerja sama, gotong royong dan
saling membantu satu sama lain, sehingga apabila langkah ini dilakukan tidak
akan ada lagi orang yang mengalami kesulitan hidup ditengah-tengah
masyarakat.
Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.
…

15Abd Mannan Dg. Bani, Wawancara oleh Penulis.
16Gana Dg. Ropu, Wawancara oleh Penulis.
17Ahmad Shalabi, Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam. Cet. 1, tt, Amzah: 2001. h.
326
50




Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.18
Ayat di atas memerintahkan kepada umat Islam agar saling tolong-
menolong dalam hal kebajikan, namun melarang tolong menolong dalam hal
yang buruk. Inilah sifat atau sikap yang harus terus dijalankan dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya sikap saling tolong-menolong
ini dapat mengeluarkan kita dariberbagai kesulitan.
Sikap tanggung jawab bersama yang dianjurkan oleh agama Islam
tidak terbatas hanya kepada kaum kerabat dan tetangga saja,tetapi lebih luas
dari itu. Seorang muslim hendaklah menolong penduduk daerah di mana ia
tinggal. Pemikiran Islam menetapkan para penduduk suatu daerah, hendaknya
saling bekerja sama. Jika seorang diantaranya sakit, seharusnya yang lain
membantu menanami tanahnya, mengairinya, dan mengurusi segala yang
berkaitan dengan ladangnya, seperti mengemburkan tanahnya, memutar alat
penimba air, menuaikan gandum dan memberikan susu dari sapi mereka
sendiri. Jika salah satu diantara mereka tertimpa musibah maka mereka harus
bersama-sama ikut memikulnya.
Untuk memperlancar proses kehidupan sosial desa Maccini Baji
memiliki sarana sosial sebagi pendudukung aktifitas sosial, sehingga dapat
memperlancar atau memperkokoh hubungan sosial antar masyarakat. Sarana
18Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra 2002), h.
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sosial yang ada antara lain dibidang pendidikan terdapat gedung TK, SD,
Madrasah, perpustakaan dan Pramuka.
C. Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung
berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program
itu membawa manfaat bagi mereka. Ibrahim Dg. Tunru ketika diwawancarai
menuturkan bahwa:
BLT memang membantu masyarakat miskin seperti kami. Terutama
ketika harga barang di pasar naik. kami ingat pada tahun 2008 lalu harga
BBM naik semua harga barang ikut naik, tapi kami bersyukur pada saat
itu kami mendapatkan BLT untuk membantu hidup kami keuangan.19
Hal yang sama dituturkan oleh Zainuddin yang di wawancarai di
kediamannya. Beliau mengatakan bahwa:”Ketika ada pembagian Bantuan
Langsung Tunai seperti tahun yang lalu, kami merasa terbantu. Uang itu kami
pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur”.20 Ketika ditanya
mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 300.000 triwulan untuk apa saja,
Ibrahim Dg. Tunru mengatakan “uang itu hanya cukup untuk belanja
kebutuhan sehari-hari.”21
Agak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bakkara bombong ketika
ditemui dirumahnya menjelaskan bahwa “uang BLT saya pakai sebagai modal
19Ibrahim Dg. Tunru, Wawancara oleh Penulis.
20Zainuddin Dg. Unjung, Penerima BLT, Wawancara Oleh Penulis, (Borong Untia, 5 Juli
2011)
21Ibrahim Dg. Tunru, Wawancara oleh Penulis.
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tambahan berjualan, Saya memiliki kios jadi uang BLT saya pakai untuk
tambahan modal jualan”.22
Sedangkan Mangnge Dg. Gau yang berprofesi sebagai tukang batu.
Beliau menyampaikan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim
Dg. Tunru bahwa dalam penuturannya beliau mengatakan “uang BLT saya
pakai untuk membeli sembako”.23 Ditempat yang sama juga Bakkara Bombong
menuturkan:
saya memanfaatkan uang BLT untuk membeli kebutuhan sehari-hari,
karena jumlah uang itu tidak cukup kalau dijadikan modal usaha.
Seandainya dicairakan sekaligus maka uang itu bisa dijadikan modal
usaha, akan tetapi pencairanya setiap tiga bulan sekali.24
Thya penulis artikel dengan judul anlisisi kebijakan Bantuan Langsung
Tunai mengatakan hal yang sama. Dalam artikenya Thya menulis bahwa ada
masalah lain yang menurutnya penting untuk disoroti adalah pada jumlah
Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 100.000/KK/bulan. Angka itu dinilai
sangat kecil dibandingkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan sangat
tidak memadai untuk mencegah meningkatnya angka kemiskinan akibat
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.25
Elinpike dalam sebuah blognya menulis hal yang sama juga seperti
yang di utarakan oleh Tya dalam blognya dan juga yang katakan oleh Bakkara
Bombong dalam wawncara. Elinpike menulis bahwa prioritas utama
22 Bakkara Bombong, Penerima BLT, Wawancara Oleh penulis, (Bontomaero, 11 Juli
2011)
23Mangnge Dg. Gau, Penerima BLT, Wawancara Oleh Penulis, (Bontomaero, 11 Juli
2011)
24 Bakkara Bombong, Wawancara oleh Penulis.
25Thya, “Analisis kebijakan BLT,” Blog Thya.
http://tya03.wordpress.com/2009/11/16/analisis-kebijakan-blt/ (13 September 2011)
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penggunaan uang Bantuan Langsung Tunai adalah sembako.26 Hal ini
menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai belum efisien dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari Bantuan Langsung
Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan Langusung
Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup
masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Jika pemerintah
mau dan serius untuk membangun dan memberdayakam masyarakat desa maka
pemerintah harus menjalankan atau menggalakan program pembangunan yang
dipilih dan ditentukan oleh masyarakat secara bebas dan tentu ini akan
dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, paling tidak seperti itulah seharusnya
menurut A. Surjadi dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Masyarakat
Desa.27
Jadi, jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil
wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai
memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya
yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun
peningkatan kualitas hidup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP) Syamsul Amar Mengatakan bahwa
BLT, merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat
tertentu, agar mampu memenuhi kebutuhan minimal. Penerimanya adalah
masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.28 Jadi pada dasarnya
26Elinpike. “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Studi Kasus: Kota Bandung,” Blog Elinpike, 4 januari 2010.
http://elinpike.wordpress.com/2010/01/04/dampak-bantuan-langsung-tunai-blt-terhadap-
kesejahteraan-masyarakat-studi-kasus-kota-bandung/  (diakses 6 Desember 2010).
27Lihat A. Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa, ( Bandung: Percetakan Almuni,
1969), h. 78
28Jafkhairi . “Pengamat: Penghentian BLT Kontradiktif.” Antara News Online. 13 maret
2010. http://www.antaranews.com/berita/1268454630/pengamat-penghentian-blt-kontradiktif
(diakses 6 Desember 2010).
54
Bantuan Langsung Tunai memang program subsidi dari pemerintah yang
bertujuan meringankan kesulitan masyarakat miskin.
Salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai tentang dampak BLT
terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji, H. Mustafa menegaskan:
Program BLT memang bagus dan membantu masyarakat miskin
terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika ditanya apakah BLT
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya
berdasar pada apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan
kualitas hidup apalagi peningkatan kesejahteraan. Ada dua orang
tetangga saya yang mendapat BLT, tetapi kondisi hidup mereka tidak ada
perubahan. Karena memang sulit bagi mereka memperbaiki nasib dengan
bantuan dana yang sangat minim. Malahan akan lebih baik kalau dana
bantuan seperti itu diarahkan pada pembangunan lain, misalnya
pembangunan infrastruktur. Mengingat jalan yang masuk ke dusun kami
belum di aspal.29
Hal ini dibenarkan oleh ibrahim dg. Tunru. beliau membeberkan:
Uang BLT sebesar Rp.300.000 setiap tiga bulan tidak dapat
meningkatkan kesejahteraan kami sebagai masyarakat miskin. Karena
uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Itupun tidak
cukup untuk satu bulan, apalagi bagi keluarga yang banyak
tanggungannya. Jadi susah bagi kami untuk memperbaiki ekonomi
dengan uang itu. Untuk modal menjual sayur saja kami butuh modal
jutaan rupiah. Selama ini saya berjualan sayur, tapi punya orang. Saya
hanya mendapat bagaian dari hasil jualan.30
Hal yang sama juga di katakan oleh Ganna Dg. Ropu yang pernah
memakai uang BLT untuk tambahan modal Usaha. Ganna Dg. Ropu
mengatakan:
BLT tidak bisa menghilangkan kemiskinan, apalagi mejadikan kami
hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BLT tapi Kami tidak bisa
dengan hanya mengandalkan uang BLT untuk membangun hidup. Uang
BLT hanya cukup membantu sesaat saja.31
29H. Mustafa Dg. Ngawing, Wawancara oleh Penulis.
30Ibrahim Dg. Tunru, Wawancara oleh Penulis.
31 Ganna Dg. Roppu, Wawancara oleh Penulis.
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Elinpike juga megatakan bahwa BLT tidak berpengaruh terhadap
kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika
hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT.32
Pemerintah desa setempat membenarkan hal tersebut. Abdul Manan selaku
kepala dusun Bontomaero menejelaskan dengan gamblang pandangannya
mengenai program BLT yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Beliau
mengatakan:
Tidak benar kalau dikatakan bahwa BLT meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Karena memang tujuan pemerintah pusat memberikan BLT
adalah untuk membantu masyarakat miskin pada saat harga BBM naik.
Bukan untuk meningkatkan kualitas hidup apalagi memberantas
kemiskinan. BLT itu kan program sementara. Pemerintah masih memiliki
program jangka panjang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat
miskin misalnya Program keluarga harapan (PKH) yang baru-baru ini
dijalankan.33
Ketika ditanya bagaimana pendapatnya mengenai pemberian BLT
tapakah berpengaruh terhadap semakin tumbuhnya budaya ketergantungan dari
masyarakat, mengingat program ini menjadikan masyarakat bersifat pasif yakni
menunggu atau menerima pemberian atau pembagian dari pemerintah. Beliau
mengatakan:
Itu sebenarnya jelas akan bertentangan dengan budaya. Karena ini akan
menjadikan masyarakat tergantung pada pemrintah dan akhirnya tumbuh
budaya malas bekerja. Apalagi agama mengajarkan tangan diatas lebih
baik daripada tangan dibawah. Artinya lebih baik memberi dari pada
menerima atau menggantungkan hidup dari pemberian orang, walaupun
dalam hal ini pemerintah punya niat baik.34
H. Mustafa seorang tokoh masyarakat desa Maccini Baji dalam
wawancara juga banyak mebeberkan pandangannya terkait dengan pelaksanaan
program BLT yang menurutnya tidak sejalan dengan budaya makassar bahkan
32 Elinpike. loc. cit.
33Abdul Manan, Wawancara oleh Penulis.
34Abdul Manan, Wawancara oleh Penulis.
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agama. Apalagi desa Maccini Baji masyarakatnya muslim semua. beliau
mengatakan hal senada seperti yang telah dikatakan oleh bapak Abdul Manan,
beliau menekankan:
Budaya Bugis Makassar itu terkenal dengan kegigihannya dalam
berjuang. Sekali layar tekembang pantang surut ke tepi. Ini bukan
sekedar peribahasa tapi ini merupakan bentu semangat perjuangan nenek
moyang dulu dalam meraih nasib yang lebih baik. Lagi pula masyarakat
desa Maccini Baji sebenarnya memiliki lahan persawahan yang luas.
Tinggal kesungguhan mereka untuk mengelola, apalagi sawah sekarang
sudah dialiri irigasi, beda dengan kondosi dulu.35
Thya dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Kebijakan BLT”
menulis bahwa dari sisi psikologi sosial, pemberian BLT sangat tidak mendidik
masyarakat karena memperlakukan masyarakat miskin seperti layaknya
pengemis yang harus mendapat santunan uang tunai dari pemerintah.36
Dari berbagai pandangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa
memang pada dasarnya BLT dapat membantu masysrakat misikin, namun
program ini tidak dapat meningkatkan kulitas hidup masyarakat miskin apalagi
mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka
pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan
tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada
perekonomian nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang
bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.
35 H. Mustafa, Abdul Manan, Wawancara oleh Penulis.
36 Lihat Thya, loc. cit.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak Bantuan Langsung Tunai
terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji kecamatan Bajeng
kabupaten Gowa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1. Dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa uang
BLT dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako, karena menurut
masayarakat penerima BLT bahwa uang sebesar Rp. 100.000 perbulan itu
hanya cukup untuk untuk membeli sembilan bahan pokok. Oleh karena itu
menurut mereka, penerima BLT belum bisa sejahtera dengan hanya
mengandalkan BLT.
2. Masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian
secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga tidak jarang diantara mereka
ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak
mendapatkannya. Oleh karena itu, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah
desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan
masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari
pemerintah, dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menumbuhkan
budaya kemiskinan. Kerena ketika ada pembagian atau pendataan BLT
masyarakat akan ramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk
mendapatkan BLT juga.
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3. Dengan alasan di atas tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sepakat
mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama.
4. Baik tokoh masyarakat mapun pemerintah desa menilai bahwa Bantuan
Langsung Tunai (BLT) tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
5. Walaupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat desa
Maccini Baji khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti
sembako, namun BLT dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin. Kenyataan ini dibuktikan dengan berbagai pernyataan dari
masyarakat penerima BLT dan juga Tokoh Masyarakat setempat.
B. Saran
Pada bagian ini penulis mengajukan beberapa saran.
1. Penulis menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar
dapat melakukan pengkajian ulang terkait jumlah uang Bantuan Langsung
Tunai (BLT) yang dicairkan, mengingat jumlahnya dinilai terlalu kecil.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan
sosialisasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran.
3. Penulis menyarankan juga kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian
ulang tentang kebijakan Bantuan Langusng Tunai (BLT), jika memungkinkan
agar BLT di ganti dengan program lain dapat membuat masyarakat menjadi
aktif, sehingga tidak menumbuhkan budaya ketergantungan dan kemisikinan.
4. Mengingat hasil penelitian di desa Maccini Baji menunjukan bahwa BLT
tidak berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka
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penulis berharap pemerintah dapat melakukan penelitian lagi sebagai
pembanding.
5. Oleh karena BLT tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat miskin di desa Maccini Baji, maka penulis menyarankan agar
pemerintah segera mengambil langkah untuk mengehentikan program BLT
secara permanen.
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Foto di atas adalah Kantor Desa Maccini Baji
Foto di atas adalah sawah irigasi yang terletak di antara dua Dusun yaitu Dusun
Bontomaero dan Dusun Borong Untia. Sawah ini sangat luas. Sawah ini dipisahkan
oleh jalan raya yang menghubungkan dua Dusun. Nampak dalam gambar padi yang
sangat hijau dan subur  karena memang dialiri air irigasi.
Foto di atas adalah rumah salah satu masyarakat yang menerima BLT.
PEDOMAN TRANLITERASI
A. Konsonan
Huruf arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta T te
ث ṡa ṡ es (titik di atas)
ج jim j je
ح ha h ha (titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص sad s s (titik di bawah)
ض dad d de (titik di bawah)
ط ta t te (titik di bawah)
ظ za z zet (titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل la l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ھـ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
B. Vokal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah a a
kasrah i i
9 dammah u u
PEDOMAN WAWANCARA APARAT DESA
1. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji saat ini?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang kehidupan masyarakat desa maccini baji dari
perspektif ekonomi, sosial budaya adan agama?
3. Apakah masyarakat desa Maccini Baji masih menjunjung tinggi dan mengangap
penting nilai sosial, budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apakah bapak tahu program BLT?
5. Berapa jumlah uang BLT yang diberikan kepada setiap Rumah Tangga Sasaran?
6. Menurut bapak apakah uang sebesar itu dapat membantu masyarakat penerima
BLT?
7. Menurut Bapak, adakah dampak/pengaruh BLT dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat penerima BLT?
PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT
1. Bagaiman kehidupan Bapak saat ini, apakah semakin Mudah?
2. Dalam mengatasi kesulitan hidup, apakah masyarakat masih saling bekerja sama
atau bergotong royong?
3. Apakah Bapak menerima BLT?
4. Berapa Besar uang BLT yang Bapak terima?
5. Apakah dengan uang sebasar itu dapat membantu Bapak?
6. Setelah menerima Uang BLT, Bapak pergunakan untuk apa?
7. Apakah uang sebesar itu cukup untuk dijadikan modal usaha?
8. Apakah Uang itu dapat meningkatkan kesejahteraan Bapak?
9. Apakah setelah menerima dan menggunakan uang BLT Bapak dapat merasakan
hidup yang lebih baik/sejahtera?
PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT
1. Bagaiamana kondisi kehidupan masyarakat desa Maccini Baji saat ini?
2. Menurut Bapak apakah masyarakat desa Maccini Baji masih menjunjung tinggi
nilai sosial, budaya dan agama?
3. Apakah Bapak tahu Program BLT?
4. Menurut Bapak, adakah peningkatan hidup masyarakat miskin setelah
mendapatkan BLT?
5. Menurut Bapak apakah BLT dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miksin?
6. Menurut Bapak apakah Pemberian BLT sejalan dengan nilai budaya dan agama?
SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:
Nama : Harwidiansyah
TTL : Wadukopa, 18 September 1988
NIM : 50300107010
PT/Fakultas : UIN Alauddin Makassar/Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Program : Strata Satu(S1)
Alamat : JL. Borong Indah No. 8
Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka melengkapi
data penulis untuk penyusunan skripsi dengan judul ”Dampak Bantuan Langsung
Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji kec. Bajeng kab.
Gowa”
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Maccini Baji,     Juli 2011
Informan
Mengetahui:
Kepala Desa Maccini Baji
Chairil Anwar
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Harwidiansyah, Lahir pada tanggal 18 September 1988 di Desa
Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dari orang tua
pasangan H. Laswik A. Rahim dan Ratnah Mursalim Zain.
Sekolah Dasar ditempuh di tanah Kelahiran yaitu SDN Wadukopa
selama lima tahun karena mengikuti kelas akselerasi (1997-2001).
Setamat SD penulis mulai merantau di Kota Bima dan masuk
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bima (2001-2004) kemudian
melanjutkan studi ke SMAN 4 Kota Bima dan tamat tahun 2007. Kemudian pada
tahun 2007 penulis resmi diterima sebagai mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Selama kuliah penulis
banyak melibatkan diri dalam kegiatan positif. Organisasi kemahsiswaan yang
penulis sempat geluti antara lain: FOSIDI (Forum Studi Ideologi Islam) UIN
Alauddin, pada tahun 2008 mengikuiti Super Islamic Camp (SIC) angakatan ke lima
yang diadakan oleh LDK Al-Jami’ UIN Alauddin. Selain itu penulis juga aktif di
HMI Komisariat dakwah dan Komunikasi sebelum Beralih ke HMI Komisariat
Armada UIN Alauddin Makasaar. Di HMI ini lah penulis banyak mengahabiskan
waktu selain kuliah.
Selama di HMI penulis pernah menjabat sebagai wakil ketua Lokus
pengembangan Wacana HMI KORKOM Makassar Selatan (2008). Pada tahun 2008-
2009 menjabat sebagi Ketua Komisariat ARMADA UIN Alauddin Makassar periode
2008-2009 dan terakhir pada tahun 2009-2010 menjabat sebagai Staf Bidang
Pembinaann Aparat Organisai (PAO) HMI Cabang Makassar. Selama aktif di HMI
komisariat ini penulis banyak terlibat dalam aksi sosial bersama kawan-kawan se-
ideologi. Pada tahun 2008 penulis sempat ditangkap polisi dan ditahan selama 24 jam
di POLWITABES Makassar kemudian disidang dan divonis bebas di Pengadilan
Negeri Makassar bersama 21 aktifis lainnya karena melakukan aksi penolakan
kenaikan harga BBM.
Selain itu penulis juga aktif di Organisai Daerah (ORGANDA) FORMASI
Bima Makassar dengan jabatan sebagai Wakil ketua Bidang Pendidikan dan Latihan
untuk periode 2008-2009, Dewan Pendamping FORMASI Bima Makassar untuk
periode kepengurusan tahun 2009-2010 dan saat ini masih diamanahkan sebagai
dewan Pembina FORMASI Bima Makassar untuk periode 2010-2011.
Tulisan-tulisan saya yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial antara lain:
“Fenomena Anak Jalanan Di Kota Makassar”, “Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep” diman tulisan ini merupakan
hasil penelitian di pulau Bonto sua kabupaten pangkep, terakhir tulisan saya adalah
“Perlindungan Sosial di Indonesia” dimana semua tulisan ini dapat di akses di blog
dengan alamat: http:www.harwidiansyah.blogsopt.com
